	                   LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB

                                                                     NOMOR 638 TAHUN 2019 

                                                                          TENTANG
 DAFTAR TOP 40 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018
-    Kementerian dan Lembaga
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi)

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu): Inovasi untuk Menjawab Tantangan Global Perdagangan Kayu Legal)

3. Kementerian Luar Negeri - Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (MENIKUM (Menikah Untuk Melindungi): Pelayanan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi WNI di Luar Negeri)

4. Kementerian Luar Negeri - Museum Konferensi Asia Afrika, Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Jarum Pentul (Jadi Relawan Museum itu Penting dan Gaul))

5. Kementerian Sosial - Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung (Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Sheltered Workshop Peduli)

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Kepolisian Resor Jayapura, Kepolisian Daerah Papua (RM PAPEDA (Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai))

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Satuan Brigade Mobil, Kepolisian Daerah Jambi (Membangun Pelayanan Publik Melalui Patroli Edukasi Brimob Polda Jambi pada Suku Anak Dalam di Rimba Merangin Jambi)

·  Provinsi
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Puskesmas Senen, Dinas Kesehatan (CEK DAN SADARI (Cegah Kanker Serviks dengan Aplikasi MAPLE-S dan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS))

9. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Rumah Sakit Umum Daerah Koja – (SIPIL DOYAN JALAN (Sistem Pilih Dokter dan Waktu Pelayanan) Pasien Rawat Jalan Peserta JKN-KIS)

10. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. R. M. Soedjarwadi (Si Terpa Daya Jiwa (Sistem Terapi Paripurna melalui Pemberdayaan Orang dengan Gangguan Jiwa): Berobat di RSJD R. M. Soedjarwadi Sembuh Jiwa Raga dan Kembali Fungsi Sosialnya)

11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Dinas Perkebunan (Kabinet Arabika (Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika))

12. Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SIMPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran))

13. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Rumah Sakit Umum Daerah Ulin (BiRD (Babies Respiratory Distress Recovery Device))

14. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan - Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (SEJUTA IKAN (Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan) Agar Produk Perikanan Sulsel Tetap Mendunia)

15. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar (BASABA sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Bayi)
Kabupaten
16. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi - Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan (GANCANG ARON (Gugus Antisipasi Cegah Antrian Panjang dengan Antar Obat ke Rumah Pasien))

17. Pemerintah Kabupaten Klungkung - Dinas Pertanian (BIMAJUARA (Beli Mahal Jual Murah))

18. Pemerintah Kabupaten Klungkung - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan – (Implementasi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat))

19. Pemerintah Kabupaten Lumajang - Unit Transfusi Darah PMI (Blood-Jek Si Pengawal Nyawa)

20. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara - Dinas Kesehatan (Antenatal Care Hipnoterapi)

21. Pemerintah Kabupaten Malang - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Percepatan Penurunan AKI dan AKB Melalui Program CONTRA WAR (Contraceptive For Women At Risk))

22. Pemerintah Kabupaten Merauke - Dinas Komunikasi dan Informatika (Layanan Free Hotspot (Layanan Internet Gratis Untuk Masyarakat))

23. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan - Dinas Pendidikan (Kelas Perahu)

24. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao - Dinas Pertanian - Gerakan Lakamola Anan Sio

25. Pemerintah Kabupaten Sumbawa - Kecamatan Lantung (PARIRI SI DESA)

26. Pemerintah Kabupaten Takalar - SDN 81 Kalukubodo, Dinas Pendidikan (PAPA SEHAT (PAPAN Kontrol Kesehatan): Kontrol Kesehatan Peserta Didik di Sekolah Menuju Indonesia Sehat)

27. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (RUMPI MAS BIN (Rumah Pintar Masyarakat Bintuni))

28. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara - Dinas Pertanian (Raskin Pola PKP (Padat Karya Pangan))

29. Pemerintah Kabupaten Trenggalek - Puskesmas Trenggalek, Dinas Kesehatan – (GELAS MEMPESONA HATI (Gerakan Lansia Sehat Mewujudkan Masyarakat Peduli Persoalan Kesehatan di Hari Tua Nanti))

30. Pemerintah Kabupaten Tulungagung - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak (LASKAR (Layanan Syndroma Koronaria Akut Terintegrasi))

· Kota
31. Pemerintah Kota Bandung - Dinas Pangan dan Pertanian (Mini Lab Food Security)

32. Pemerintah Kota Bogor - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (ANJAS GO CLEAR (Aplikasi Nominatif Jabatan Struktural Government Clear) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang Aplikatif dan Akuntabel)

33. Pemerintah Kota Cimahi - UPT Cimahi Technopark (Kawasan Cimahi Technopark sebagai Pusat Layanan Terpadu Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Cimahi Berbasis Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Melalui Kolaborasi Quadruple Helix)

34. Pemerintah Kota Madiun - SDN 02 Mojorejo, Dinas Pendidikan (DOPARI SAKATU)

35. Pemerintah Kota Padang - Puskesmas Padang Pasir, Dinas Kesehatan (Kelas IMUD (Ibu Muda) Puskesmas Padang Pasir))

36. Pemerintah Kota Parepare - Dinas Kesehatan (EKSISTENSI (Pelayanan Kesehatan Gratis Terintegrasi) CALL CENTRE 112)

37. Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (6 in 1)

38. Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda)

39. Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Sosial (TAHU PANAS (Tak Takut Kehujanan, Tak Takut Kepanasan): Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh)

40. Pemerintah Kota Tegal - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ladis Song Malam (Layanan dengan Inovasi Simultan Bagi Pengasong dan Masyarakat Lansia Terminal))

 Catatan : 
Penyerahan Tropy dilaksanakan pada acara IPS Forum 2018 yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI , Drs. H. Jusuf Kalla, di Assembly Hall Jakarta Convention Centre

           EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KEMENPAN DAN RB TAHUN 2018

    Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Kemenpan dan RB, yang terdiri dari :

1. H. Yatno, S.IP, M.AP ( Kabid Pemantauan Pelayanan Publik Wilayah I)
2. H. Syafrudin, S.Pd, MM 

3. Martina Natatinova, S.IP, M.AP

4. Fanoel Thamrin, 
5. Yoanda P. Sihombing, S.IKom, M.Si.
6. Personil dari LIPI ( Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

telah melaksanakan Evaluasi Pelayanan Publik pada 8 Pemerintah Daerah , yakni 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota :
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat , pada  tanggal 24 April 2018  

·   RSJ. Prof. H.B. Sa’anin Padang
·   UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Bukittinggi 
·   Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Barat
·   RSUD Solok, oleh Martina Natatinova , S.IP  
2. Pemerintah Kota Padang, tanggal 25 April 2018
· RSUD dr. Rasyidin Padang 
· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
· Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
3. Pemerintah Kabupaten Solok
· RSUD Aro Suka 

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok
· Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
4. Pemerintah Kota Solok:
· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok
· Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
5. Pemerintah Kota Payakumbuh

· RSUD dr. Adnan W.D. Payakumbuh 

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
-    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
6. Pemerintah Kota Padang Panjang

· RSUD Padang Panjang

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang
-    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Padang Panjang
7. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

· RSUD Parit Malintang

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Pariaman 
-    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang pariaman
8. Pemerintah kabupaten Tanah Datar

· RSUD Ali Hanafiah Batusangkar
· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenTanah datar 
-    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
Penilaian evaluasi pelayanan publik diumumkan pada  Selasa 27 November 2018 di Hotel Bidakara Jakarta.
Pemenang Kompetisi  Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2018:
1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman

2. RSUD. dr. Achmad Muchtar Bukittinggi

3. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam

4. Puskesmas Padang Pasir Kota Padang

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

· Penyerahan hadiah di halaman Kantor Gubernur Sumbar  tanggal 17 Agustus 2018

Pemenang Kompetisi  Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2017:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar

2. Puskesmas Tanah Garam Kota Solok

3. UPTD. Museum Adityawarman Sumbar

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam

5. SMK Negeri 9 Kota Padang

· Penyerahan hadiah di halaman Kantor Gubernur Sumbar tanggal 17 Agustus 2017

PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, SESUAI UU NOMOR 37 TAHUN 2008 :
Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota pada tahun 2018 :
1.Kabupaten  Pasaman Barat
2. Kabupaten Padang Pariaman

3. Kabupaten Pasaman

4. Kabupaten Sijunjung

5. Kabupaten Pesisir Selatan

6. Kota  Sawahlunto

7. Kota  Bukittinggi

8. Kota  Pariaman

9. Kota  Solok

Hasil penilaian akan diumumkan pada bulan Desember 2018 melalui web Ombudsman RI// penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan publik tahun 2018 .
Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang sudah memperoleh Zonasi Hijau  tahun 2017 dan tahun 2016 adalah :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Kabupaten Tanah Datar 

3. Kota Payakumbuh  
4. Kabupaten Agam  

5. Kota Padang

6. Kota Padang Panjang
FILE : top 40 sinovic tahun 2018, page 4 dan 5
            PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2018
              Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi satu-satunya Provinsi di luar pulau Jawa yang meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2018. Sumbar menempati peringkat ketiga, di bawah Jawa Barat di peringkat pertama dan Jawa Timur pada peringkat kedua.  

Terpilihnya Sumbar, tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan itu, diterima Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang diwakili Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta, Jumat (7/12/2018) malam.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ketika diminta tanggapannya sekaitan Anugerah Innovative Award yang diterima Pemprov Sumbar melalui telpon lantaran berhalangan hadir saat penerimaan penghargaan dimaksud mengatakan, bahwa inovasi bagi pemerintah daerah merupakan sesuatu yang mesti dimiliki. 

Apalagi, inovasi erat kaitannya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Serta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengefisiensi kerja-kerja di pemerintahan.

"Untuk itu, ketiga hal tersebut mesti dilakukan dengan inovasi. Karena, tanpa inovasi harapan tersebut tidak akan tercapai," sebutnya. 

Dicontohkan Irwan, inovasi dalam pelayanan publik yang dulunya berbulan-bulan sekarang cukup sehari selesai. Dulunya berbelit-belit kini sudah dipersingkat, ini semua berkat adanya inovasi.

"Maka, perlunya dilakukan inovasi untuk menjalankan program-program untuk masyarakat. Apalagi, setiap OPD di Pemprov mesti ada 10 (sepuluh) inovasi yang dilakukannya," ulasnya.

Irwan berharap, dengan penghargaan yang diraih Pemprov Sumbar sebagai pemerintah daerah provinsi terinovatif dapat memacu semangat untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Karena, target tahun depan mesti ada 120 inovasi baru.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit usai menerima penghargaan IGA 2018 yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut menambahkan, bahwa penghargaan yang diterimanya tidak lepas dari kinerja Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menciptakan inovasi baru bagi pelayanan kepada masyarakat disetiap program kerjanya.  

Untuk itu, Wagub berharap dengan raihan penghargaan ini dapat memotivasi jajaran OPD di Pemprov Sumbar terus melakukan inovasi dalam program kerjanya guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Jadi penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami di Pemprov untuk terus meningkatkan inovasi dalam setiap program kerja," katanya.

Terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar, Reti Wafda mengatakan, Gubernur Sumbar mewajibkan setiap OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk memiliki 10 (sepuluh) inovasi. 

Sehingga, dari penugasan kepada setiap OPD untuk memiliki inovasi, Pemprov sejauh ini  telah menghimpun inovasi dari setiap OPD di Pemprov Sumbar sekitar 612 inovasi. 

Namun, dari 612 inovasi itu, baru terdapat 120 inovasi yang sudah jalan dan tengah diusulkan masuk penilaian Kemendagri.

"Dari 120 inovasi yang sudah jalan dan tengah diusulkan masuk ke penilaian Kemendagri. 50 inovasi di antaranya dinilai sudah jelas. Maka, untuk itu kami akan terus mengembangkan inovasi disetiap OPD untuk memaksimalkan program kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Kesempatan yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, pemerintah mendorong setiap daerah untuk melakukan inovasi, karena kunci dalam meningkatkan daya saing daerah adalah jika semua daerah bergerak melakukan inovasi di daerahnya masing- masing. 

"Tujuan utama dari inovasi daerah adalah meningkatkan daya saing daerah untuk kemajuan Indonesia. Ini juga merupakan momentum kebangkitan bangsa Indonesia sendiri. Pemberian penghargaan jangan dianggap sebagai seremoni belaka”, kata Tjahjo.

Ia menambahkan, sesuai dengan hasil laporan Global Innovation Index (GII) tahun 2018 tentang inovasi, Indonesia menempati posisi ke-85 dari 126 negara. 

“Dalam hal inovasi menurut GII, Indonesia naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada pada peringkat ke-87. Ini menjadi kebanggaan kita bersama”, tukasnya.

Dikatakan Tjahjo, Pemerintah terus berupaya mendukung daerah untuk berinovasi, salah satunya adalah mengeluarkan regulasi. 

“Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri telah diberi amanah untuk melaksanakan regulasi yang berisi pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kepada daerah untuk berinovasi,” jelasnya. 

Adapun daerah-daerah yang mendapat penghargaan untuk kategori provinsi yakni : 
1. Jawa Barat,
2. Jawa Timur, 
3. Sumatera Barat, 
4. DKI Jakarta
5. Bali. 
Sedangkan Kabupaten adalah :
1. Banyuwangi
2. Padang Pariaman
3. Gresik
4. Banggai
5. Musi Rawas
6. Klungkung
7. Pacitan
8. Kulon Progo
9. Sidoarjo
10. Agam
11. Pulau Morotai
12. Situbondo
13. Pelelawan
14. Belu.
 10 kota yang mendapatkan penghargaan :
1.Surabaya
2. Bogor
3. Bandung
4.  Makassar
5.  Malang
6. Solok,
7.  Magelang
8.  Surakarta
9.  Mataram 
10. Bontang. 
Daftar :       UKPP DI PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MASUK TOP  INOVASI   

              PELAYANAN PUBLIK   KEMENPAN  DAN  RB DARI TAHUN 2014 S/D
              2018

No

Judul Inovasi

Instansi

Unit Inovasi Pel. Publik 

Masuk TOP

1

Bapak sayang Bayi (Basaba)
Tigo Tungku Sjarangan , Pengobatan TBC 
Pemerintah Prov. Sumbar

RSUD dr. Achmad         Muchtar Bukittinggi

TOP 40 Tahun 2018

Top 99  tahun 2018

------------------------
Top. 99  2016

2

Kelas Imud
Pemerintah Kota Padang

Puskesmas Padang Pasir

TOP 40 Tahun 2018
Top 99 Tahun 2018
3

OASE,Sahabat Hati , Online Anywhere Service, Satu Hati Banyak Tempat, Harapan Terpenuhi
Kabupaten Tanah Datar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Top. 99  Tahun 2017
4
Klinik Berhenti Merokok
Kota Payakumbuh
Puskesmas Padang Karambia
Top. 99 Tahun  2017
5
Pelayanan Pendidikan Bermutu,dg.Program Penampilan dan Prestasi Sekolah Melalui Pendekatan Sekolah Ramah Lingkungan , Ramah Sosial dan Berbudaya Mutu
Padang Pariaman 

SMA Negeri 1 Lubuk Alung,
Dinas Pendidikan
Top. 99 Tahun  2014
6
Pelayanan  Tumbuh Kembang Anak
Kota Solok 
Puskesmas Tanah Garam
Top. 99 Tahun  2014
*) Top 40 Tahun 2018 memperoleh reward berupa Dana Insentif Daerah dari Kementerian Keuangan
*) Top 1 tingkat Dunia : 
· Diraih oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat pada gelaran UNPSA ( United Nation Public Service Awards) di di Marrakesh, MAROKO tanggal  23 Juli  2018, dengan judul Inovasi “ Program Pengendalian malaria Kabupaten Teluk Bintuni Sistem EDAT -  Malaria Containment   Program in Teluk Bintuni Regency Trough EDAT Sistem
EDAT ( Early Diagnosis and Treatmen )
Padang,     Desember  2018
KEPALA BIRO ORGANISASI

IRWAN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001
Daftar nama – nama Unit Kerja Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ikut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 adalah : 
1.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumatera Barat 

2.  Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan , Dinas Pangan Prov. Sumbar 

3.  Badan Keuangan daerah 

4.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.     

     Sumatera Barat 

5.  RSUD Solok 

6.  Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumbar 

7.  Dinas Sosial Prov. Sumbar 

8.  RSUD Pariaman 

9.  Dinas Kehutanan Prov. Sumbar 

10. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 

11. RSUD dr. Achmad Muchtar Bukittinggi                                   sampai ke Top. 40
Daftar nama – nama Unit Kerja Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ikut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ( siNovik) tahun 2019 adalah berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 065/640/Orga-2019 : 
1. Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumatera Barat
2. Dinas Pemuda dan Olah Raga

3. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Biro Umum Setda.

5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

7. RSUD dr. Achmad Muchtar Bukittinggi

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

9. .
10. .

11. .

12. .

13. .

14. .
NB. 

1. Pendaftaran proposal sinNovik paling lambat tanggal 21 April2019  melalui https//:sinovik.menpan.go.id/ 

2. Help desk siNovik 2019 : 081386707055, bisa telpon atau WA, Senin s/.d Jum’at pukul; 08.00 – 16.00 WIB
3. Pedoman  siNovik tahun 2019 : Permenpan dan RB nomor 5 Tahun 2019
Para Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Tahun 2014-2018 dari

Provinsi Sumatera Barat

No

Judul Inovasi

Instansi

Unit Inovasi Pel. Publik 

Masuk TOP

1

Bapak sayang Bayi (Basaba)

Tigo Tungku Sjarangan , Pengobatan TBC 

Pemerintah Prov. Sumbar

RSUD dr. Achmad         Muchtar Bukittinggi

TOP 40 Tahun 2018

Top 99  tahun 2018

------------------------
Top. 99  2016

2

Kelas Imud

Pemerintah Kota Padang

Puskesmas Padang Pasir

TOP 40 Tahun 2018
Top 99 Tahun 2018
3

OASE,Sahabat Hati , Online Anywhere Service, Satu Hati Banyak Tempat, Harapan Terpenuhi
Kabupaten Tanah Datar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Top. 99  Tahun 2017

4

Klinik Berhenti Merokok

Kota Payakumbuh

Puskesmas Padang Karambia
Top. 99 Tahun  2017
5

Pelayanan Pendidikan Bermutu,dg.Program Penampilan dan Prestasi Sekolah Melalui Pendekatan Sekolah Ramah Lingkungan , Ramah Sosial dan Berbudaya Mutu
Padang Pariaman 

SMA Negeri 1 Lubuk Alung,

Dinas Pendidikan
Top. 99 Tahun  2014
6
Pelayanan  Tumbuh Kembang Anak
Kota Solok 
Puskesmas Tanah Garam
Top. 99 Tahun  2014
*) Top 40 Tahun 2018 memperoleh reward berupa Dana Insentif Daerah dari Kementerian Keuangan
*) Top 1 tingkat Dunia : 
· Diraih oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat pada gelaran UNPSA ( United Nation Public Service Awards) di di Marrakesh, MAROKO tanggal  23 Juli  2018, dengan judul Inovasi “ Program Pengendalian malaria Kabupaten Teluk Bintuni Sistem EDAT -  Malaria Containment   Program in Teluk Bintuni Regency Trough EDAT Sistem
EDAT ( Early Diagnosis and Treatmen )
Padang,     Desember  2018

KEPALA BIRO ORGANISASI

IRWAN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001
Semenjak digelarnya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Tahun 2014 oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB pada tahun 2014 hingga tahun 2019, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumbar selalu rutin mengikutinya.Hal ini sejalan dengan gerakan “ Satu Instansi , satu Inovasi ( one agency, one innovation) yang diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi  yang berarti setiap Pemerintah daerah menciptakan minimal satu inovasi pelayanan public setiap tahunnya . Awalnya tahun 2015 Inovasi Pelayanan Publik yang masuk sebanyak 1.184 dan menghasilkan Top 99, sampai menghasilkan Top 25, akan tetapi pada tahun 2018 lalu pemuncak Top 99 menghasilkan Top 40.

Berikut ini para pemenang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik semenjak tahun 2014 sampai dengan 2018, sebagai berikut :
DAFTAR : HASIL EVALUASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI     

                    PROVINSI  SUMATERA BARAT OLEH   KEMENPAN  DAN  RB 
                TAHUN 2018

            Diumumkan pada tanggal 27 November 2018 di Jakarta 
No

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

I n s t a n s i

NILAI
Kategori

1

Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Prov. Sumbar

B-

Baik dengan Catatan

2

RSUD Solok

Pemerintah Prov. Sumbar

B-

Baik dengan Catatan

3

Kantor Samsat Bukittinggi

Pemerintah Prov. Sumbar

C

Cukup 
4

Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Solok 
B
Baik
5

Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten  Solok 

B

Baik

6

RSUD Arosuka 

Kabupaten  Solok 

B

Baik

7

Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil
Kota Solok
8

Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kota Solok
B
Baik
9

Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil
Kota Padang
B-
Baik dengan Catatan
10

Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang
B-
Baik dengan Catatan
11

RSUD dr. Rasyidin
Kota Padang
C
Cukup 
12

Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang
B
Baik
13

Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kota Padang Panjang

B

Baik

14

RSUD Padang Panjang

Kota Padang Panjang

B

Baik

15

Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil
Kab. Tanah Datar

A-
Sangat Baik
16

Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tanah Datar

B
Baik
17

RSUD Ali Hanafiah 

Kab. Tanah Datar

A-
Sangat Baik
18

Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil 
Kota Payakumbuh
A-
Sangat Baik
19

Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Payakumbuh

A-

Sangat Baik
20

RSUD Dr. Adnan WD.

Kota Payakumbuh

B

Baik
21

Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil
Kab. Padang Pariaman
A-
Sangat Baik
22

Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kab. Padang Pariaman
A-
Sangat Baik
23

RSUD Parit Malintang
Kab. Padang Pariaman
B-
Baik dg. catatan
Padang,  31   Desember  2018

       Tim Evaluator  Pelayanan Publik Kemenpan dan RB, terdiri dari :

· H. Yatno, S.IP, M.AP ( Kabid Pemantauan Pelayanan Publik Wilayah I)
· Martina Natatinova, S.IP, M.PM
· Fanoel Thamrin, 
· Yoanda P. Sihombing, S.IKom, M.Si.
· Personil dari LIPI ( Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

telah melaksanakan Evaluasi Pelayanan Publik pada 8 Pemerintah Daerah , yakni  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota :

No  

JUDUL INOVASI

INSTANSI

UNIT INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1

2
RSUD dr. Achmad         Muchtar Bukittinggi
Puskesmas Padang Pasir

Pemerintah Provinsi                          
Pemerintah Kota Padang
BASABA ( Bapak Sayang Bayi )
Kelas IMUD ( Ibu Muda )
15. RSUD dr. Achmad         Pemerintah Provinsi                          BASABA ( Bapak Sayang Bayi ) 

16. Muchtar Bukittinggi      Sumatera Barat 

17. Puskesmas Padang        Pemerintah Kota Padang                  KELAS IMUD ( Ibu Muda )

18. Pasir 

19. .

20. .

21. .

22. .
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KEMENPAN DAN RB TAHUN 2018

    Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Kemenpan dan RB, yang terdiri dari :

15. H. Yatno, S.IP, M.AP ( Kabid Pemantauan Pelayanan Publik Wilayah I)
16. H. Syafrudin, S.Pd, MM 

17. Martina Natatinova, S.IP, M.AP

18. Fanoel Thamrin, 
19. Yoanda P. Sihombing, S.IKom, M.Si.
20. Personil dari LIPI ( Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

telah melaksanakan Evaluasi Pelayanan Publik pada 8 Pemerintah Daerah , yakni 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota :

9. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat , pada  tanggal 24 April 2018  

·   RSJ. Prof. H.B. Sa’anin Padang
·   UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Bukittinggi 
·   Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Barat
·   RSUD Solok, oleh Martina Natatinova , S.IP  
10. Pemerintah Kota Padang, tanggal 25 April 2018

· RSUD dr. Rasyidin Padang 

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
· Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
11. Pemerintah Kabupaten Solok

· RSUD Aro Suka 

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok
· Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
12. Pemerintah Kota Solok:

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok
· Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
13. Pemerintah Kota Payakumbuh

· RSUD dr. Adnan W.D. Payakumbuh 

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
-    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
14. Pemerintah Kota Padang Panjang

· RSUD Padang Panjang

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang
-    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Padang Panjang
15. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

· RSUD Parit Malintang

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Pariaman 
-    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang pariaman
16. Pemerintah kabupaten Tanah Datar

· RSUD Ali Hanafiah Batusangkar

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenTanah datar 
-    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
Penilaian evaluasi pelayanan publik diumumkan pada  Selasa 27 November 2018 di Hotel Bidakara Jakarta.
Pemenang Kompetisi  Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2018:

6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman

7. RSUD. dr. Achmad Muchtar Bukittinggi

8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam

9. Puskesmas Padang Pasir Kota Padang

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

· Penyerahan hadiah di halaman Kantor Gubernur Sumbar  tanggal 17 Agustus 2018

Pemenang Kompetisi  Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2017:

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar

7. Puskesmas Tanah Garam Kota Solok

8. UPTD. Museum Adityawarman Sumbar

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam

10. SMK Negeri 9 Kota Padang

· Penyerahan hadiah di halaman Kantor Gubernur Sumbar tanggal 17 Agustus 2017

PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, SESUAI UU NOMOR 37 TAHUN 2008 :

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota pada tahun 2018 :

1.Kabupaten  Pasaman Barat

2. Kabupaten Padang Pariaman

3. Kabupaten Pasaman

4. Kabupaten Sijunjung

5. Kabupaten Pesisir Selatan

6. Kota  Sawahlunto

7. Kota  Bukittinggi

8. Kota  Pariaman

9. Kota  Solok

Hasil penilaian akan diumumkan pada bulan Desember 2018 melalui web Ombudsman RI// penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan publik tahun 2018 .
Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang sudah memperoleh Zonasi Hijau  tahun 2017 dan tahun 2016 adalah :

7. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
8. Kabupaten Tanah Datar 

9. Kota Payakumbuh  
10. Kabupaten Agam  

11. Kota Padang

12. Kota Padang Panjang
FILE : top 40 sinovic tahun 2018, page 4 dan 5
Peringkat Inovasi Government Award tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI :
1. Jawa Barat
2. Jawa Timur,
3. Sumatera Barat
4. DKI Jakarta
5. Bali. 
           Kabupaten /Kota di Prov. Sumbar :

4. Kabupaten Padang Pariman , peringkat 2 dari 14 kabupaten

5. Kabupaten Agam , peringkat 10 

6. Kota Solok, peringkat 6 dari 10 Kota 

Padang,     Desember  2018

KEPALA BIRO ORGANISASI

IRWAN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001
Adapun daerah-daerah yang mendapat penghargaan untuk kategori provinsi yakni : Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Bali. Sedangkan kategori kabupaten diantarannya Banyuwangi, Padang Pariaman, Gresik, Banggai, Musi Rawas, Klungkung, Pacitan, Kulon Progo, Sidoarjo, Agam, Pulau Morotai, Situbondo, Pelelawan, dan Belu.

Dan 10 kota yang mendapatkan penghargaan diantaranya: Surabaya, Bogor, Bandung, Makassar, Malang, Solok, Magelang, Surakarta, Mataram dan Bontang. Tjahjo mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah menyelenggarakan malam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018

Tjahjo mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah menyelenggarakan malam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018

[image: image1.jpg]



Menteri Syafruddin menyerahkan penghargaan kepada Wakil Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu di Jakarta, Selasa (27/11). Walikota Semarang untuk ketigakalinya secara berturut-turut  ditetapkan sebagai  pembina pelayanan publik sangat baik.
 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi kepada 11 kepala daerah pembina pelayanan publik sangat baik. Para kepala daerah tersebut dinilai berhasil membina pelayanan publik di wilayahnya, sehingga tiga unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi, di wilayah tersebut meraih predikat A (pelayanan prima) dan A- (sangat baik).
Tiga unit pelayanan publik dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Ke-11 kepala daerah dimaksud adalah Walikota Banda Aceh, Walikota Palembang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Yogyakarta, Walikota Makassar, Bupati Cilacap, Bupati Bantul, Bupati Gunung Kidul, Bupati Badung serta Bupati Kutai Kartanegara.
Tahun 2017 lalu, ada lima kepala daerah yang dinobatkan sebagai pembina pelayanan publik terbaik, yakni Walikota Semarang, Walikota Yogyakarta, Walikota Palembang, Walikota Balikpapan, dan Walikota Makassar.
Untuk tingkat provinsi, ada 3 unit penyelenggara pelayanan publik yang meraih nilai A, dan 4 unit dengan nilai A-. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, ada 13 unit yang meraih nilai A, dan 82 unit yang mendapat nilai A-.
Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini sebanyak 16 unit penyelenggara pelayanan dengan kategori A (kategori pelayanan prima). Hal ini mengalami lonjakan peraih kategori pelayanan prima, dibanding tahun lalu yang baru satu, yakni RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kenaikan juga terjadi pada unit pelayanan publik dengan kategori A- (sangat baik), yang tahun 2017 baru 50, tahun ini menjadi 86 unit.
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018, evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi telah dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018.
Menteri Syafruddin menjelaskan, evaluasi bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang meng-gradasi kualitas pelayanan publik dan bukan sebagai “pacuan / perlombaan” yang mendiskriminasi kualitas. “Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya clean and good governance, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat,”
Bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang baik, sebaiknya tidak terlena dan berpuas diri, karena sifat pelayanan publik yang selalu dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang belum memperoleh nilai yang memuaskan, diminta dapat terus berbenah dan belajar dari wilayah lainnya.
“Bagi penerima penghargaan jangan berhenti (ini bukan puncak), namun terus kembangkan dan perluas pelayanan publik agar dapat bermanfaat langsung untuk seluruh masyarakat bukan komunitas tertentu saja,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan, tahun ini Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap 681 unit pelayanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan hasil tersebut, diperoleh nilai indeks rata-rata unit penyelenggara pelayanan publik adalah 3,08. Rinciannya, pelayanan publik total keseluruhan nilai indeks rata-rata provinsi 3,00 dan kabupaten/kota 3,17. 
 

                    Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Sangat Baik
1. Walikota Banda Aceh
2. Walikota Palembang
3. Walikota Bandung
4. Bupati Cilacap
5. Walikota Semarang
6. Bupati Bantul
7. Bupati Gunung Kidul
8. Walikota Yogyakarta
9. Bupati Badung
10. Bupati Kutai Kartanegara
11. Walikota Makassar

                    Unit Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima

1 DPMPTSP Provinsi Riau
2 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
3 DPMPTSP Provnsi Jawa Tengah
4 DPMPTSP Kota Batam
5 Disdukcapil Kota Metro
6 RSUD Kota Bogor
7 RSUD Kota Balikpapan
8 DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
9 Disdukcapil Kota Banjarmasin
10 DPMPTSP Kota Samarinda
11 RSUD Kabupaten Cilacap
12 DPMPTSP Kota Yogyakarta
13 DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
14 RSUD Kabupaten Kutai Kartanegara
15 RSUD Kota Makassar
16 RSUD Kabupaten Gunung Kidul
DAFTAR ; UKPP DI PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MASUK TOP 40 DAN TOP 99 KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB

                                   PROFIL UKPP DI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. BIRO ORGANISASI SETDA.PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang 

HTTP://www.sumbarprov.go.id   email: pdeisb@sumbar.go.id
2. RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi
Pemenang TOP 40 Inovasi  Publik Tahun 2018

Alamat : Jalan Abdul Rivai Nomor 1 Bukittinggi Guguk Panjang , Kota Bukittinggi
           Email: rsam@sumbarprov.go.id
            OPD : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

           Kontak Person : Buk Riza ( Wadir Pelayanan Publik )

           Direktur : dr. H. Khairul

           HP. 081267617025  (WA) 
           Inovasi : BASABA ( Bapak Sayang Bayi )

           Lihat buku : buku panduan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 )

3. PUSKESMAS PADANG PASIR.

Pemenang TOP 40 Inovasi  Publik Tahun 2018

Alamat : Jalan Padang Pasir IV Kecamatan Padang Barat Kota Padang

            Email : 

           Kepala Puskesmas : dr. Winardi 

            OPD :   Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang
           Kontak Person: Ibuk Sandra , S.STP, M.Si. ( Kabag. Organisasi Pemko Padang

           Inovasi : Kelas IMUD ( Ibu Muda )

           Lihat buku : buku panduan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 )
BERITA TERKINI



27.Nov.2018
Menteri Syafruddin Beri Apresiasi 11 Kada Pembina Pelayanan Publik Terbaik


27.Nov.2018
Pelayanan Publik Menjadi Ruh Pemerintahan Demokratik


27.Nov.2018
Pesan Menteri Syafruddin agar APIP Bisa Menjadi Andalan


26.Nov.2018
Sidang Bapek Perkuat Pemberhentian 33 PNS


26.Nov.2018
Menteri PANRB akan Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Terbaik 2018


25.Nov.2018
Perbaikan SDM Jadi Fokus DMI


25.Nov.2018
Teknologi Informasi Percepat Layanan Publik di Estonia


25.Nov.2018
Belajar dari Kalasatama, Percontohan Smart City di Finlandia


25.Nov.2018
ETLE dan IVRIT, Sistem untuk Dekatkan Polisi dan Masyarakat


25.Nov.2018
Perkembangan Peradaban Muslim Tanggung Jawab Generasi Muda Muslim
BERITA TERKAIT



Penghargaan kepada 11 Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Sangat Baik
27 November 2018


Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2018
27 November 2018


Pelayanan Publik Menjadi Ruh Pemerintahan Demokratik
27 November 2018


Pesan Menteri Syafruddin agar APIP Bisa Menjadi Andalan
27 November 2018


Konferensi dan Musyawarah Nasional Auditor Intern Pemerintah

Bahan seminar kits Peserta
, sangat mendadak. Tim yang diketuai Bapak H. Yatno, S.IP, M.AP ( Kabid Pemantauan Pelayanan Publik Wilayah I) dengan anggota Fanoel Thamrin, Yoanda P. Sihombing, S.IKom, M.Si. – melakukan evaluasi pelayanan publik pada RSJ. Prof. H.B. Sa’anin Padang, UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Bukittinggi dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 24 April 2017. Penilaian diawali dari Kemenpan RB yang diawali dengan menuju Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan diterima oleh Kadis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumbar, Bapak Maswar Dedi, AP, M.Si, Sekretaris dan para Kabid di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP.Setelah itu Tim melanjutkan penilaian ke RSJ. Prof. H.B. Sa’anin Padang.Pada saat yang sama , tim yang beranggotakan Bapak Fanoel Thamrin dan dibantu seorang operator Komputer juga melakukan penilaian pada UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Bukittinggi. 
Penilaian yang mempergunakan Form 1, form 2 dan form 3, meliputi komponen Penilaian Pelayanan ( Standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat). Sedangkan komponen Profesionalisme SDM (Kompetensi Pegawai, aturan perilaku dan kode etik, budaya pelayanan), Sarana dan Prasarana ( tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus, sarana untuk disabilitas, ruang laktasi, arena bermain anak, kantin, fotocopy/ toko ATK dan front office), Sistem Informasi Pelayanan Publik ( Sistem elektronik dan non elektronik dan pemutakhiran
· RSUD Aro Suka 

· Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Solok
·  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok

	P

	

22.Okt.2018 

                Kementerian PANRB Tetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018


22.Okt.2018 

   Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 636/2018, Kementerian PANRB menetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. "Kita telah menetapkan 40 terbaik untuk Inovasi Pelayanan Publik 2018. Saya mengapresiasi instansi pemerintah yang lolos sampai tahap ini," jelas Menteri PANRB Syafruddin saat jumpa pers di Jakarta, Senin (22/10).
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang merupakan para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten dan memiliki reputasi baik.
Menteri Syafruddin menjelaskan bagi pemerintah daerah yang inovasinya terpilih sebagai Top 40 akan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Adapun penganugerahan Penghargaan kepada Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 akan dilaksanakan pada Pembukaan International Public Service Forum tanggal 7 November 2018. ”Rencananya akan diserahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi pemerintah provinsi, 15 inovasi kabupaten, dan 10 inovasi dari pemerintah kota.
Penganugerahan penghargaan kepada Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 akan dilaksanakan pada pembukaan International Public Service Forum tanggal 7 November 2018, yang rencananya akan diserahkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan wujud dari program One Agency, One Innovation yang  mewajibkan K/L dan pemerintah daerah untuk menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya.
Proses kompetisi ini dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) melalui http://sinovik.menpan.go.id. Telah terekam sebanyak 2.824 inovasi pelayanan publik di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun ini. Bulan September lalu, juga telah dilakukan Penyerahan Penghargaan bagi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. (HUMAS MENPANRB)
 

DAFTAR TOP 40 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018
Kementerian dan Lembaga
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi)

9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu): Inovasi untuk Menjawab Tantangan Global Perdagangan Kayu Legal)

10. Kementerian Luar Negeri - Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (MENIKUM (Menikah Untuk Melindungi): Pelayanan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi WNI di Luar Negeri)

11. Kementerian Luar Negeri - Museum Konferensi Asia Afrika, Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Jarum Pentul (Jadi Relawan Museum itu Penting dan Gaul))

12. Kementerian Sosial - Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung (Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Sheltered Workshop Peduli)

13. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Kepolisian Resor Jayapura, Kepolisian Daerah Papua (RM PAPEDA (Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai))

14. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Satuan Brigade Mobil, Kepolisian Daerah Jambi (Membangun Pelayanan Publik Melalui Patroli Edukasi Brimob Polda Jambi pada Suku Anak Dalam di Rimba Merangin Jambi)

Provinsi
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Puskesmas Senen, Dinas Kesehatan (CEK DAN SADARI (Cegah Kanker Serviks dengan Aplikasi MAPLE-S dan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS))

16. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Rumah Sakit Umum Daerah Koja – (SIPIL DOYAN JALAN (Sistem Pilih Dokter dan Waktu Pelayanan) Pasien Rawat Jalan Peserta JKN-KIS)

17. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. R. M. Soedjarwadi (Si Terpa Daya Jiwa (Sistem Terapi Paripurna melalui Pemberdayaan Orang dengan Gangguan Jiwa): Berobat di RSJD R. M. Soedjarwadi Sembuh Jiwa Raga dan Kembali Fungsi Sosialnya)

18. Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Dinas Perkebunan (Kabinet Arabika (Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika))

19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SIMPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran))

20. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Rumah Sakit Umum Daerah Ulin (BiRD (Babies Respiratory Distress Recovery Device))

21. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan - Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (SEJUTA IKAN (Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan) Agar Produk Perikanan Sulsel Tetap Mendunia)

22. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar (BASABA sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Bayi)

Kabupaten
31. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi - Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan (GANCANG ARON (Gugus Antisipasi Cegah Antrian Panjang dengan Antar Obat ke Rumah Pasien))

32. Pemerintah Kabupaten Klungkung - Dinas Pertanian (BIMAJUARA (Beli Mahal Jual Murah))

33. Pemerintah Kabupaten Klungkung - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan – (Implementasi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat))

34. Pemerintah Kabupaten Lumajang - Unit Transfusi Darah PMI (Blood-Jek Si Pengawal Nyawa)

35. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara - Dinas Kesehatan (Antenatal Care Hipnoterapi)

36. Pemerintah Kabupaten Malang - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Percepatan Penurunan AKI dan AKB Melalui Program CONTRA WAR (Contraceptive For Women At Risk))

37. Pemerintah Kabupaten Merauke - Dinas Komunikasi dan Informatika (Layanan Free Hotspot (Layanan Internet Gratis Untuk Masyarakat))

38. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan - Dinas Pendidikan (Kelas Perahu)

39. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao - Dinas Pertanian - Gerakan Lakamola Anan Sio

40. Pemerintah Kabupaten Sumbawa - Kecamatan Lantung (PARIRI SI DESA)

41. Pemerintah Kabupaten Takalar - SDN 81 Kalukubodo, Dinas Pendidikan (PAPA SEHAT (PAPAN Kontrol Kesehatan): Kontrol Kesehatan Peserta Didik di Sekolah Menuju Indonesia Sehat)

42. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (RUMPI MAS BIN (Rumah Pintar Masyarakat Bintuni))

43. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara - Dinas Pertanian (Raskin Pola PKP (Padat Karya Pangan))

44. Pemerintah Kabupaten Trenggalek - Puskesmas Trenggalek, Dinas Kesehatan – (GELAS MEMPESONA HATI (Gerakan Lansia Sehat Mewujudkan Masyarakat Peduli Persoalan Kesehatan di Hari Tua Nanti))

45. Pemerintah Kabupaten Tulungagung - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak (LASKAR (Layanan Syndroma Koronaria Akut Terintegrasi))

Kota
41. Pemerintah Kota Bandung - Dinas Pangan dan Pertanian (Mini Lab Food Security)

42. Pemerintah Kota Bogor - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (ANJAS GO CLEAR (Aplikasi Nominatif Jabatan Struktural Government Clear) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang Aplikatif dan Akuntabel)

43. Pemerintah Kota Cimahi - UPT Cimahi Technopark (Kawasan Cimahi Technopark sebagai Pusat Layanan Terpadu Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Cimahi Berbasis Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Melalui Kolaborasi Quadruple Helix)

44. Pemerintah Kota Madiun - SDN 02 Mojorejo, Dinas Pendidikan (DOPARI SAKATU)

45. Pemerintah Kota Padang - Puskesmas Padang Pasir, Dinas Kesehatan (Kelas IMUD (Ibu Muda) Puskesmas Padang Pasir))

46. Pemerintah Kota Parepare - Dinas Kesehatan (EKSISTENSI (Pelayanan Kesehatan Gratis Terintegrasi) CALL CENTRE 112)

47. Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (6 in 1)

48. Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda)

49. Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Sosial (TAHU PANAS (Tak Takut Kehujanan, Tak Takut Kepanasan): Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh)

50. Pemerintah Kota Tegal - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ladis Song Malam (Layanan dengan Inovasi Simultan Bagi Pengasong dan Masyarakat Lansia Terminal))

LAMPIRAN PENGUMUMAN

Nomor : 001/TPI.06/2018

Tanggal : 8 Juni 2018
TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018 NO. 

JUDUL INOVASI 

INSTANSI 

UNIT INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

1 

Tusina Baraseger Solusi Hemat Energi Bagi Industri Kecil Menengah 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 

2 

Aplikasi Indeks Kinerja OBH (pengembangan SIDBANKUM) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Badan Pembinaan Hukum Nasional 

3 

Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

4 

One Stop Service!!! JESIKA IMUT PISAN, Melayani Anda Sampai Anda Minta Lagi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung 

5 

Pelayanan Prima Ditjen PPI 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 

6 

MENIKah Untuk Melindungi (MENIKUM) Pelayanan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi WNI di Luar Negeri 

Kementerian Luar Negeri 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 

7 

Upaya Museum KAA dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

Kementerian Luar Negeri 

Museum Konferensi Asia Afrika, Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi 

                             PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
            Peningkatan Pelayanan publik merupakan muara/outcome dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. 

Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empirik bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Tumbuhnya model pelayanan publik yang inovatif tersebut memerlukan kondisi yang kondusif, baik dari sisi pengelola unit pelayanan maupun dari sisi kepemimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memungkinkan kreatifitas itu tumbuh dan berkembang. 

Bagi unit pelayanan yang memiliki kondisi yang kondusif sekaligus berperan dalam membangun dan menumbuhkembangkan inovasi, perlu mendapatkan apresiasi disamping sebagai pengakuan terhadap inovasi yang telah dilakukan, juga memotivasi unit pelayanan publik yang lain berbuat yang serupa walaupun harus tidak sama (perlu modifikasi). 

Agar dorongan ini lebih kuat dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibangun budaya minimal satu inovasi setiap tahunnya yang dikembangkan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (program One Agency, One I nnovation) melalui kerjasama…Kerjasama jaringan kerja pengembangan inovasi pelayanan publik, diantaranya dengan melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik dan pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik. 

Pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan dalam kesatuan sistem, sehingga pengembangan inovasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan transfer pengetahuan dari unit yang satu kepada unit pelayanan publik yang lain. Dalam rangka menjamin hal tersebut perlu mendapat payung hukum berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
Tujuan 
1. Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik. 

2. Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik. 

3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. 

4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 

Sasaran 

1. Terbangunnya inovasi pelayanan publik. 

2. Terciptanya pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik. 

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

4. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 

                                          Ruang Lingkup 

1. Kompetisi inovasi pelayanan publik. 

2. Dokumentasi, publikasi dan diseminasi. 

3. Transfer inovasi. 

4. Peningkatan kapasitas. 

5. Pembentukan, pemanfaatan dan pengembangan jaringan dengan melibatkan pemangku kepentingan. 

6. Pelembagaan inovasi. 

7. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. 

                                             Pengertian 

1. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada. 

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

3. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik- praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. 

4. Pembangunan inovasi pelayanan publik merupakan upaya untuk menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

5. Pengembangan inovasi pelayanan publik merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan kompetisi adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

7. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan. 

8. Transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategi, metoda dan/atau substansi pelayanan publik, melalui berbagai kegiatan seperti simposium, workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching clinic dan forum pembelajaran lainnya. 

9. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut SiNoviK adalah sistem informasi pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik. 

10. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya. 

BAB II… -4- 

BAB II 

           PEMBANGUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 
A. Strategi Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik 

Strategi Pembangunan inovasi pelayanan publik dilakukan melalui: 

1. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yaitu kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi jenis pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah. 

2. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNoviK) merupakan sistem 

IPS Forum 2018, Inspirasi untuk Dunia


22.Okt.2018 

1.015 Peserta Lolos Seleksi Administrasi CPNS Kementerian PANRB


19.Okt.2018 

Selesaikan Masalah Dokumen Pernikahan WNI di Sabah, Kemenlu Ciptakan ‘Menikum’


19.Okt.2018 

Inovasi ‘Jarum Pentul’, Manfaatkan Generasi Muda untuk Peduli terhadap Sejarah


18.Okt.2018 

Laksanakan Sistem Merit, Kementerian PANRB Selenggarakan Assessment Test


17.Okt.2018 

Free Hotspot Hadir di Merauke, Pemerintah Bisa Video Call dengan Warga


17.Okt.2018 

Nominator PPT Pratama Teladan dan PNS Inspiratif


17.Okt.2018 

Evaluasi Program TRANSFORMASI-GIZ dari Pemerintah Federal Jerman


16.Okt.2018 

Masyarakat Diminta Waspada dengan Surat Palsu Atasnamakan Kementerian PANRB
Berita Terkait 



Jumpa Pers terkait IPS Forum 2018 dan Top 40 KIPP
22 Oktober 2018 



IPS Forum 2018, Inspirasi untuk Dunia
22 Oktober 2018 



1.015 Peserta Lolos Seleksi Administrasi CPNS Kementerian PANRB
22 Oktober 2018 



Mendagri: Besaran Anggaran Untuk Dana Kelurahan Berbeda Dengan Dana Desa
22 Oktober 2018 



Selesaikan Masalah Dokumen Pernikahan WNI di Sabah, Kemenlu Ciptakan ‘Menikum’
19 Oktober 2018 



Inovasi ‘Jarum Pentul’, Manfaatkan Generasi Muda untuk Peduli terhadap Sejarah
19 Oktober 2018 

Hubungi Kami : 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : halomenpan@menpan.go.id







Sekretariat Kementerian 

· Profil Pejabat
· Renstra 2015-2019
· LAKIP
· Perjanjian Kinerja Menteri
· Perjanjian Kinerja Sesmen
· Perjanjian Kinerja Biro
· Perjanjian Kinerja Inspektorat 
Reformasi Birokras
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